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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn menegaskan pentingnya 

pemenuhan hak korban dalam restitusi. Pembayaran restitusi secara 

tanggung renteng sebesar Rp50.215.000 dibagi secara merata di antara 11 

terdakwa sehingga setiap terdakwa memiliki tanggung jawab sebesar 

Rp4.565.000. Pelaksanaan pembayaran restitusi telah terlaksana pada 6 Juli 

2023. Kebijakan ini menunjukkan keberhasilan dalam merealisasikan hak 

Korban. Putusan ini memang tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (15) 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur bahwa 

perincian besaran restitusi harus ditetapkan berdasarkan peran dan 

kesalahan masing-masing terdakwa. Teori keadilan W.J.S. Poerwadarminta 

relevan terhadap pada putusan ini, yang mengutamakan kesetaraan dalam 

pelaksanaan restitusi dan memastikan bahwa hak korban tetap terlindungi 

tanpa mengabaikan kemampuan terdakwa dalam memenuhi kewajiban 

tersebut. Restitusi lebih relevan dikaitkan dengan De Relative Theori (teori 

relatif atau tujuan) yang menitikberatkan pada tujuan pemidanaan untuk 

memulihkan kerugian korban. 
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2. Kebijakan restitusi bagi Anak Korban delik penyertaan harus dilaksanakan 

berdasarkan Pasal 8 ayat (15) Perma Nomor 1 Tahun 2022, yang 

menghendaki Hakim menetapkan perincian besaran Restitusi yang harus 

dibayarkan oleh masing-masing Terdakwa sesuai dengan peran dan 

kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian. Dalam konteks Putusan 

Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn, restitusi secara tanggung renteng telah 

memenuhi hak korban, namun tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (15) Perma 

Nomor 1 Tahun 2022. Perincian masing-masing besaran restitusi bagi para 

Terdakwa juga dapat berdampak bagi Korban jika terdapat salah satu atau 

beberapa para Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya mengingat dalam 

restitusi belum ada upaya paksa, kecuali dalam perkara tindak pidana 

kekerasan seksual. Kebijakan ini bertujuan agar tidak hanya memberikan 

kepastian dan keadilan hukum bagi Anak Korban maupun keluarganya, 

namun juga bagi Para Terdakwa. 

 

B. Saran 

1. Hakim dalam membuat Putusan mengenai restitusi pada delik penyertaan 

(Terdakwa lebih dari 1 orang) maka harus sesuai dan berpedoman pada 

Pasal 8 ayat (15) Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi 

kepada Korban Tindak Pidana. 

2. Pengajuan restitusi, baik oleh pihak Korban, keluarga Korban, LPSK, 

tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan harus benar-benar 
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dilakukan perhitungan dengan detail dan sesuai dengan fakta yang dialami 

oleh Korban. 
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